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KABUPATEN PURBALINGGA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR 
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)
DESA LAMBUR
TAHUN 2023

KEPALA DESA LAMBUR

	Menimbang 
	:
	1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa Di. Kabupaten Purbalingga maka perlu mengangkat Operator SISK-NG   Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

	Mengingat 
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registars Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah. Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Desa Lambur Nomor 03  Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
18. Peraturan Desa Lambur Nomor 06  Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Desa Lambur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
20. Peraturan Desa Lambur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Desa Lambur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;




MEMUTUSKAN

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan 
Nama                      : ADI WURYANTORO
Tempat/Tgl. lahir    : Purbalingga, 21 Januari 1989
Sebagi Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) Desa Lambur Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.


	KEDUA
	:
	Operator SIKS NG sebagaimana   di  maksud   poin   ke  satu  bertugas :
 
1. Mengentri atau memasukkan data;
2. Memperbaharui data;
3. Mempublikasikan data dan informasi;
4. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
5. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);




	KETIGA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan tugas Operator Desa  dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes);


	KEEMPAT
	:
	Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliriuan maka akan diubah sebagaimana mestinya.
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